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1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan presiden
seperti tersebut diatas adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara
periodik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara,
capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup PemerintahanDaerah,
Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk



menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian
kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran

dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana
Sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor
260 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Batu Bara, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
b. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum ;
c. Subkoordinator Program dan Evaluasi serta Kelompok Jabatan
Fungsional.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
a. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi serta Kelompok
Jabatan Fungsional
b. Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
serta Kelompok Jabatan Fungsional ;
c. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah
Raga serta Kelompok Jabatan Fungsional.
4.  Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
a. Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi serta Kelompok
Jabatan Fungsional;
b. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
serta Kelompok Jabatan Fungsional
c. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular serta Kelompok Jabatan Fungsional



5.  Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
a. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer serta Kelompok
Jabatan Fungsional
b. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan serta Kelompok
Jabatan Fungsional;
c. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional serta Kelompok
Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
a. Subkoordinator Kefarmasian serta Kelompok Jabatan Fungsional,
b. Subkoordinator Sarana dan Prasarana serta Kelompok Jabatan
Fungsional ;
c. Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan serta
Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis
8.  Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1.3 Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas membantu Bupati Batu Bara
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
Kabupaten Batu Bara.
Untuk melaksanakan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi dibidang kesehatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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1.3.1 Sumber Daya Manusia
Aspek Sumber Daya Manusia dalam hal mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Batu Bara adalah
Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk Kabupaten Batu BaraTahun 2024-2025

. Tahun

No. Uraian 2024 2025
1 | Dokter Spesialis 22 22
2 | Magister 13 13
3 | Dokter Umum 133 131
4 | Dokter Gigi 32 34
5 | S1 Kesehatan Masyarakat 67 69
6 | Bidan 615 614
7 | Perawat 360 364
8 | Perawat Gigi 2 2
9 | Gizi/Nutritionis 24 28
10 | Farmasi 40 77
11 | Analis 31 36

Sanitarian/Kesehatan 20 20
12 Lingkungan
13 | Fisioterapis 9 9
14 | Teknik Elektro Medik 2 4
15 | Rekam Medik 6 8
16 | Anasthesi 0 2
17 | Radiologi 0 8

1.3.2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan
Aspek sarana pelayanan kesehatan dalam hal mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara adalah



Tabel 1.2

Jumlah Puskesmas dan Pustu, Klinik, Poskesdes dan
Rumah Sakit di Kabupaten Batu BaraTahun 2024-2025

No. Uraian 2024 2025
1 Jumlah Puskesmas dan Pustu 76 76
2 | Jumlah Klinik/Balai Kesehatan 36 28
3 | Jumlah Poskesdes 30 30
4 | Jumlah Penduduk 465.285 473.879
5 Rasio Puskesmas dan Pustu per satuan

Penduduk 0,163 0,160
6 Rasio Klinik/Balai Kesehatan per satuan
Penduduk 0,077 0,059
7 Rasio Poskesdes
0,064 0,063

per satuan Penduduk

Tabel 1.3

Kelengkapan Kepemilikan Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara TA 2025

Kelengkapan Kumulasi
No Puskesmas Lokasi Alat (50S+10P
. Sarana | Prasarana

Kesehatan el
1| 12190200012 | PAGURAWAN Ranap Kecb';"r‘:‘:ang 92,98| 463 46,85 | 69,86
2 | 12190200013 |  LALANG ] Kecb';"rzes'ang 100 | 4815 | 3475 | 6872
3| 12190200011 |  SEISUKA ; Kec.SeiSuka | 100 | 537 29,81 67,3
4| 12190200014 | LAUT TADOR ) Kec.LautTador | 100 | 42,59 | 7368 | 8373
5 | 12190200009 | INDRAPURA Ranap Kec. Air Putih | 9655| 5556 | 51,21 74,32
PEMATANG . k
6 | 12190200010 | FEMATAN ; Kec. Air Putih | 100 | 537 2364 | 6483
7 | 12190200006 | LmMAPULUH Ranap Kec.Lima Puluh | 100 | 40,74 | 7131 826
8 | 12190200008 |SIMPANG DOLOK - Kec. [F’,ﬁtlﬂ'r‘] Lima | ggg9| 61,11 6593 | 76,93
9 | 12190200007 | KEDAI SIANAM Ranap Kec. 'F;gzi"’;i':”'”h 9649| 55,56 37,6 68,84
10| 12190200004 | LABUHAN RUKU Ranap Kec. Talawi 100 | 29,63 100 92,96
11| 12190200002 |TANJUNG TIRAM Ranap KeC'TEQ{“"g 93,1 50 71,43 80,12
12| 12190200003 | UJUNG KUBU - Kefl' Nibung | 5955|5556 | 4812 65,91
angus

13| 12190200005 | PETATAL ; Kec. DS;L:';rTa”ah 100 | 463 36,63 69,28
14| 12190200001 |  SEIBALAI Ranap Kec. SeiBalai | 100 50 3386 | 6854
15| 12190200015 | SEI BAJANGKAR ; Kaec. SeiBalai | 91,11| 37,04 | 3082 | 6159




PERSENTASE KABUPATEN BATU BARA 96,09 | 48,40 50,38 73,04

1.3.3 Aspek Permasalahan Kesehatan

Adanya beban penyakit ganda merupakan permasalahan kesehatan
yang dihadapi akhir-akhir ini, pola penyakit yang diderita oleh masyarakat
sebagian besar adalah penyakit menular seperti Malaria, infeksi saluran
pernafasan atas (ISPA) demam berdarah dengue (DBD) diare, penyakit kulit dll.
Tapi di waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular
seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, diabetes militus dan
kanker Terjadinya beban ganda ini disertai dengan meningkatnya jumlah
penduduk, perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan
meningkatnya penduduk usia produktif dan usia lanjut, serta gaya hidup yang
cenderung tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas prioritas masalah kesehatan di
Kabupaten Batu Bara tahun 2025 berdasarkan permasalahan yang ada
sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak

2. Prevalensi stunting

3. Penanggulangan penyakit menular seperti Malaria dan DBD

4. Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat

5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta perluasan cakupan jaminan
kesehatan menyeluruh

6. Peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif paradigma sehat.

1.4 Isu Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang perlu mendapatkan
penanganan prioritas karena berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dan tujuan
pembangunan bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.
Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, terdapat
beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi perangkat daerah.

Pertama, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat masih menjadi isu
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strategis utama. Meskipun capaian Usia Harapan Hidup menunjukkan hasil yang
baik, namun masih terdapat indikator kesehatan dasar yang capaiannya belum
optimal, antara lain Angka Kematian Ibu (AKIl), Angka Kematian Bayi (AKB),
cakupan imunisasi bayi lengkap, serta cakupan pemeriksaan kesehatan gratis.
Selain itu, prevalensi balita stunting masih memerlukan percepatan penanganan
melalui intervensi kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi masyarakat secara

berkelanjutan.

Kedua, peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan melalui
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi tantangan. Walaupun
kepesertaan JKN telah mencapai dan melampaui target, pemanfaatan layanan
kesehatan oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan
perlunya penguatan sosialisasi, peningkatan akses layanan, serta optimalisasi peran

fasilitas pelayanan kesehatan agar manfaat JKN dapat dirasakan secara merata.

Ketiga, penguatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian
penyakit menular dan tidak menular masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukannya
kasus penyakit menular serta meningkatnya risiko penyakit tidak menular
menunjukkan bahwa kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat belum
sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, edukasi kesehatan, deteksi dini, dan

pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategis yang perlu terus diperkuat.

Keempat, pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan merupakan isu penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang
berkualitas. Rasio dan distribusi tenaga kesehatan belum sepenuhnya merata di
seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemenuhan standar pelayanan
kesehatan primer, ketersediaan sarana dan prasarana, serta perbekalan kesehatan
sesuai standar masih perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu layanan kesehatan

yang aman dan berkelanjutan.

Kelima, peningkatan efektivitas program pengendalian penduduk dan
keluarga berencana tetap menjadi isu strategis meskipun sebagian besar indikator
menunjukkan capaian yang sangat baik. Keberlanjutan program diperlukan untuk
menekan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menjaga Total
Fertility Rate (TFR), serta meningkatkan kualitas keluarga melalui penguatan

program pembangunan keluarga.



Keenam, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
menjadi isu strategis dalam mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Nilai
AKIP yang telah memenuhi target perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui
penguatan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi Kkinerja agar
pelaksanaan program dan kegiatan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

1.5Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluaraga Berencana Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa
landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

1.6 Sistematika Penulisan
A. Laporan Kinerja dibuat di kertas berukuran A4 (empat) dengan Margins :
» Top :2,5Cm
» Bottom :1,5Cm
> Left :4Cm
» Right :2Cm

B. Sistematika penyusunan laporan yang di anjurkan adalah sebagai berikut :
Bab| Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
9



penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.
Bab Il Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan Kkinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1).

2).

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun inidengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir;

. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan

tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional (jika ada);

. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau

peningkatan
/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

10



dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV  Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

11



BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan
dan strategi pembangunan pada tahun 2025-2029, sebagai tolak ukur dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen ini berfungsi
sebagai petunjuk arah penyelenggaraan bidang- bidang dilingkungan Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesehatan sesuai tugas dan
fungsi yang diemban, terutama memuat tujuan, sasaran dan strategi yang akan
dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Batu Bara
yaitu : “KABUPATEN BATU BARA SEBAGAI DAERAH INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA PERTANIAN YANG BERIMAN,
MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA BERJAYA” merupakan acuan bagi Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan pembangunan Kesehatan. Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ikut berkontribusi terhadap misi Ketujuh
Pemerintah Kabupaten Batu bara, yaitu : “Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, cerdas, kreatif dan produktif ” . Hal
ini gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai
penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam
waktu satu tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana tahun 2025 adalah sebagai berikut : Dokumen
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
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2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi

dan misi

yang telah ditetapkan,

untuk keberhasilan

pencapaian cita- cita tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran serta indikator

dan target Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk & Keluaraga Berencana Kabupaten Batu Bara sebagai

berikut :

Tujuan, sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Tabel 2.1

Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Sasaran Strategis

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realilsas %
Usia Harapan Hidup Persentase | 73,30 | 72,97 99,55
Prevalensi Balita Stunting Persentase 13,5 4,13 30,59
. Per 100.000
1 Meningkatkan Status Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) KH 122 38,2 31,31
dan Gizi masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) Per1.000 | 1560 | 35 | 27,73
Kelahiran
Angka Keberhasilan pengobatan TB (%) Persentase 91 89,58 98,44
Cakupan imunisasi bayi lengkap Persentase 84 62,34 74,21
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Persentase 98,6 | 99,83 101,25
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Persentase 36 13,61 37,81
. Eer.sentase Fasilitas Kesehatan dengan akreditasi Puskesmas 8 8 100
2 Meningkatkan Akses dan Mutu aripurna
Layanan Kesehatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Persentase 90 1 85.56 94 96
kesehatan , ) )
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap Per 1000 336 312 92 85
populasi Penduduk ’ ’ '
Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan Persentase 95 73.04 76.88
sesuai standar ' '
Meningkatnya pembudayaan
gaya hidup sehat pada 0
3 masyarakat melalui penguatan Persenta.se Desa/Kelurahan Persen 50.5% 39,73 % | 78,54
mencapai target STBM 8
kesadaran, pengetahuan,
dan penerapan untuk hidup sehat
4 Meningkatnya efektivitas Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific K?Baohdrs\;‘upser 15011 222 1479
pelaksanaan program keluarga | Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun 1519 Tahun | ' ’
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Sasaran Strategis

No. Indikator Kinerja Satuan Target Rea!lsas

i %

berencana Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok
Kegiatan Ketahanan Keluarga

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern
(ModernContraceptive Prevalence Rate/Mcpr)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)

Persentase 50 72,2 144 .4

Persentase 47,7 59,29 124,3

Persentase 2,43 10,27 422,63

Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Indeks 19,7 61,9 314,21
Total Fertility Rate ( TFR) Persentase 54,5 2,47 4,53
Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Perangkat | Nilai AKIP Persen 80,2 80,9 100,87

Daerah

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Batu
Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah
Daerah dan masing- masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan
Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Batu Bara

Tahun 2025
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Indikator Formula

Meningkatnya

Kualitas . .

Kesehatan Usia Harapan Hidup

Masyarakat
Meningkatnya Status Jumlah Balita Stunting X 100%
Kesehatan dan Gizi Prevalensi Stunting Jumlah balita yang di Ukur
Masyarakat

Jumlah Kematian Ibu x 100.000 KH
Jumlah Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu ( AKI )

Angka Kematian Balita ( Jumlah Kematian bayi (0-11 ) Bulan X 1.000 kh
AKB ) Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah semua kasus TBC diobati yang memiliki hasil
Angka Keberhasilan akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap X
pengobatan TB (%) 100%

Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan

Cakupan imunisasi bayi imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu
lengkap tertentu X 100%
target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama
Meningkatnya akses Cakupan kepesertaan Jumlah penduduk yang memiliki Asuransi Kesehatan x
dan mutu layanan Jaminan Kesehatan 100%
kesehatan Nasional (JKN) Jumlah seluruh penduduk dalam satu Wilayah
Cakupan penerima Jumlah penerima pemeriksaan Kesehatan gratis pada
pemeriksaan kesehatan semua kelompok usia x 100%
gratis Jumlah seluruh penduduk dalam satu Wilayah
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Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Indikator Formula
Persentase Fasilitas Jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS) yang
Kesehatan dengan mendapatkan status akreditasi paripurna x 100%
akreditasi Paripurna Jumlah Jumlah fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi
Indeks kepuasan Survei kepuasan Masyarakat ( Permenpan RB 14/2017
masyarakat terhadap tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
layanan kesehatan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
tRasm tenagg kesehatan dan Jumlah Named dan Nakes yang terdata x ( 1000) ppdk
enaga medis terhadap J .
; umlah seluruh penduduk dalam satu Wilayah

populasi
Persentase fasyankes Jumlah fasilitas kesehatan dengan perbekalan
dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar x 100
kesehatan sesuai standar Jumlah total fasilitas kesehatan

Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan Stop BABS X 100%

pembudayaan gaya
hidup sehat pada
masyarakat melalui
penguatan kesadaran,
pengetahuan, dan
penerapan untuk
hidup sehat

Persentase Desa/Kelurahan
mencapai target STBM

Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan

Meningkatnya
efektivitas
pelaksanaan program
keluarga berencana

Total Fertility Rate ( TFR)

Tingkat kesuburan menurut usia dibagi total populasi
reproduksi wanita

Angka kelahiran menurut
usia tertentu/Age Spesific
Fertility Rate (ASFR) 15-19
tahun

(Jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur
tertentu / Jumlah perempuan pada kelompok umur
tertentu) x 1.000

Presentase Keluarga yang
Mengikuti Kelompok
Kegiatan Ketahanan
Keluarga

(Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan
Ketahanan Keluarga / Total Jumlah Keluarga) * 100%

Persentase pemakaian
kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence
Rate/Mcpr

(Jumlah wanita usia subur yang menggunakan
kontrasepsi modern / Jumlah total wanita usia subur
yang disurvei) * 100%

Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)

(Jumlah wanita yang tidak ingin hamil atau menunda
kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi / Total
wanita usia subur) x 100%

Indeks Pembangunan
Keluarga (ibangga)

berdasarkan variabel berkisar nilai skor 0-100 dari
indikator penilaian kurang baik (rentan) dibawah 40 ,
cukup baik (berkembang ) nilai 40-70 dan baik (tangguh)
nilai diatas 70.

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat
Daerah

Nilai akhir dari penjumlahan komponen akuntabilitas
kinerja perangkat daerah

24

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, IKU, dananggaran atau DPA.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga

Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN,

TABEL 2.3

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025

SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET
2 3 4 5
Meningkatkan . .
Status Kesehatan Usia Harapan Hidup Tahun 73,30
dan Gizi masyarakat ) ,
Prevalensi Stunting % 13,5
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 183’000 122
Angka Kematian Bayi (AKB) | Per 1,000 KH 12,62
Angka Keberhasilan P ; 90
pengobatan TB (%) ersentase
Cakupan imunisasi bayi
Persentase 84
lengkap
2 | Meningkatkan Persentase Kepesertaan
Akses dan Mutu Jaminan Kesehatan Nasional Persentase 98,6
Layanan Kesehatan | (JKN)
Cakupan penerima
. . | Persentase 36
pemeriksaan kesehatan gratis
Persentase Fasilitas
Kesehatan dengan akreditasi | Puskesmas 9
Paripurna
Indeks kepuasan masyarakat
Persentase 90,1
terhadap layanan kesehatan
Rasio tenaga kesehatan dan Per 1000
. er
tenaga medls terhadap Penduduk 3,41
populasi
Persentase fasyankes dengan
perbekalan kesehatan sesuai | Persentase 95

standar
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NO SS_I_PISAQI«_IE@;IS INDIKATOR SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
3 | Meningkatnya Persentase Desa/Kelurahan

pembudayaan gaya | mencapai target STBM
hidup sehat pada
masyarakat melalui
penguatan Persentase 50,58
kesadaran,
pengetahuan,
dan penerapan
untuk hidup sehat
4 | Meningkatnya Angka kelahiran menurut usia | Kelahiran per
efektivitas tertentu/Age Spesific Fertility | 1000 WUS 15-| 15,01
pelaksanaanprogra | Rate (ASFR) 15-19 tahun 19 tahun
m keluarga Presentase Keluarga yang
berencana Mengikuti Kelompok Kegiatan | Persentase 50
Ketahanan Keluarga
Persentase pemakaian
kontrasepsi Modern
(ModernContraceptive Persentase 41,7
Prevalence Rate/Mcpr
Persentase kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet Persentase 19,7
need)
Indeks Pembangunan
Keluarga (ibangga) Indeks 54.7
Total Fertility Rate ( TFR) Persentase 2,43
5 | Meningkatnya
Akuntabilitas
Keuangan dan Nilai Nilai (80A90)
Kinerja Perangkat ’
Daerah
NO PROGRAM ANG;E:‘F AN KETERANGAN

Program Penunjang urusan

1 |Pemerintah daerah 64.229.735.324 PAPBD
Kabupaten/kota
Program Pemenuhan Upaya

2 |Kesehatan Perorangan dan Upaya 90.443.163.099 PAPBD

Kesehatan Masyarakat
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Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.399.664.500

Program Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan dan Makanan minuman 375662150 PAPBD
Program Pemberdayaan 105.458.000 PAPBD
Masyarakat Bidang Kesehatan T
Program Pengendalian Penduduk 272.760.000 PAPBD
Program Pembinaan Keluarga

4.227.828.000 PAPBD
Berencana
Program Pemberdayaan dan

2.114.200.000 PAPBD

Peningkatan Keluarga Sejahtera

JUMLAH

163.168.471.073
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu
pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluaraga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang telah disepakati.
Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan
mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga
Berencana Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja.

3.1.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaranstrategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluaraga Berencana Kabupaten Batu Bara beserta target dan capaian
realisasinya dirinci sebagai berikut :
Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan , Pengendalian

Penduduk dan Keluaraga BerencanaKabupaten Batu Bara

Tahun 2025
Sasaran Strategis . s Target | Realisasi
Indikator Kinerja Satuan 2025 2025
Usia Harapan Hidup Perseentas 73,30 72.97
Prevalensi Balita Stunting Persentas
Meningkatkan Status e 13,5 4.13
Kesehatan dan Gizi Angka Kematian Ibu (AKI) Per
masyarakat 100.000 122 38,2
KH
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000
Kelahiran 12,62 3.5
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Sasaran Strategis . . Target | Realisasi
No. Indikator Kinerja Satuan 2025 2025
Angka Keberhasilan pengobatan | persentas
TB (%) o 91 89,58
Cakupan imunisasi bayi lengkap | Persentas
o 84 62,34
Persentase Kepesertaan Jaminan | Persentas
Kesehatan Nasional (JKN) e 98,6 99,83
Cakupan penerima pemeriksaan | Persentas
kesehatan gratis e 36 13,61
Persentase Fasilitas Kesehatan |Puskesma 8 8
Meningkatkan Akses dan |dengan akreditasi Paripurna s
2 | Mutu Layanan Indeks kepuasan masyarakat Persentas 90 1 85 56
Kesehatan terhadap layanan kesehatan e ’ ’
Rasio tenaga kesehatan dan Per 1000 336 312
tenaga medis terhadap populasi | Penduduk ’ ’
Persentase fasyankes dengan Persentas
perbekalan kesehatan sesuai N 95 73,04
standar
Meningkatnya Persentase Desa/Kelurahan
pembudayaan gaya mencapai target STBM
hidup sehat pada
3 masyarakat melalui Persen | 50,58% | 39,73%
penguatan kesadaran,
pengetahuan,
dan penerapan untuk
hidup sehat
Menlpgkatnya Angka kelahiran menurut usia Kelahiran
efektivitas pelaksanaan | tertentu/Age Spesific Fertility Svedga%o 15,01 222
program keluarga Rate (ASFR) 15-19 tahun
b 19 Tahun
erencana
Presentase Keluarga yang
Mengikuti Kelompok Kegiatan Persentas 50 72,2
e
Ketahanan Keluarga
Persentase pemakaian
kontrasepsi Modern Persentas
4 (ModernContraceptive e a7 59,29
Prevalence Rate/Mcpr)
Persentase kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet Perseentas 2,43 10,27
need)
Indeks Pembangunan Keluarga
(ibangga) Indeks 19,7 61,9
Total Fertility Rate ( TFR ) Pers:”tas 545 | 247
Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan .
5 dan Kinerja Perangkat Nilai AKIP 80,2 80,2 80,9
Daerah
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Tabel di atas menggambarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum,
capaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan sebagian indikator telah
mendekati bahkan melampaui target, sementara beberapa indikator lainnya masih
memerlukan upaya peningkatan.

Pada sasaran meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, capaian
Usia Harapan Hidup mendekati target yang ditetapkan. Prevalensi balita stunting,
Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan nilai yang
lebih rendah dari target, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesehatan
ibu dan anak. Namun demikian, cakupan imunisasi bayi lengkap masih belum
mencapai target sehingga perlu 